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RINGKASAN 
Putra Agung Susilo, Januari 2026. PERTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA KORPORASI PERKEBUNAN DI KAWASAN KONSERVASI 

PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP 

DAN KEHUTANAN NO. 14 TAHUN 2023. Skripsi, Program Sarjana Program 

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. 

Pembimbing: Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma yang terjadi 

antara mekanisme penyelesaian administratif berdasarkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2023 dengan prinsip 

pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2024. Skripsi ini mengangkat isu krusial mengenai dualisme penegakan 

hukum di sektor kehutanan, di mana terdapat benturan antara pendekatan 

restorative justice (denda administratif) yang diusung oleh peraturan turunan 

Undang-Undang Cipta Kerja dengan pendekatan retributive justice (sanksi pidana 

berat) yang dipertegas dalam undang-undang konservasi terbaru. 

Masalah kerusakan kawasan konservasi akibat aktivitas perkebunan kelapa 

sawit ilegal oleh korporasi menjadi fokus utama dalam kajian ini. Penelitian ini 

menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan 

mengkaji berbagai regulasi terkait seperti UU No. 32 Tahun 2024, UU Cipta Kerja, 

serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2023. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme "pemutihan" atau 

penyelesaian administratif bagi kegiatan usaha di kawasan konservasi sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 

2023 bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan dalam UU No. 32 

Tahun 2024. Berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Lex 

Posterior Derogat Legi Priori, ketentuan pidana dalam UU No. 32 Tahun 2024 

seharusnya mengesampingkan mekanisme administratif tersebut. Keberadaan 

sanksi administratif berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana 

dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi korporasi maupun aparat penegak 

hukum. 

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan aparat penegak 

hukum memprioritaskan penerapan UU No. 32 Tahun 2024 sebagai primum 

remedium (upaya utama) dalam menangani kasus perusakan di zona inti konservasi 

yang bersifat irreversible. Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi atau 

pencabutan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. 

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan kepastian hukum yang 

menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan keadilan ekologis, serta 

memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi demi kelestarian 

kawasan konservasi di Indonesia. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disharmoni hukum dalam 

penanganan kegiatan perkebunan sawit ilegal di kawasan konservasi. Di satu sisi, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2023 yang memberikan 

mekanisme penyelesaian administratif (denda) bagi kegiatan usaha yang terlanjur 

terbangun di kawasan hutan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mempertegas sanksi 

pidana yang berat dan memperluas pertanggungjawaban korporasi sebagai upaya 

pelindungan kawasan konservasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

konflik norma antara kedua peraturan tersebut serta implikasi yuridisnya terhadap 

efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan. 

Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual, ditemukan adanya konflik norma vertikal dan temporal. 

Berdasarkan asas Lex Superior dan Lex Posterior, UU No. 32 Tahun 2024 

seharusnya mengesampingkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan No. 14 Tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koeksistensi 

kedua rezim hukum ini menciptakan dualisme penegakan hukum yang 

mendegradasi kepastian hukum dan melemahkan asas legalitas. Hal ini 

berimplikasi pada inefektivitas penegakan hukum karena sanksi pidana berisiko 

hanya menjadi "macan kertas" akibat adanya celah pemutihan administratif bagi 

korporasi. 
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Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kawasan Konservasi, Konflik 

Norma, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2023, 

UU No. 32 Tahun 2024. 
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